
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR l TAHUN 2026
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat
(l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal
104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubemur
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Provinsi
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP|) untuk
memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Frovinsi tentang
Anggaran Pendapatan darr Belanja Daerah (APBD) yang
diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 yaltg dijabarkan ke dalam
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah
Daerah bersama DPRPT pada tanggal 22 bulan
Desember tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Ktrusus Bagi Provinsi Papua (I,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O1 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah beberapa kali teralchir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2L tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2OO1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaral Negara Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020
tentang Kebijalan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Couid-l9) dan/ atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Dbease 2O19 (Couid-l9) danlatau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaal Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor
I Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7ls3);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2O26 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerinta-h Pusat dan
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4O28);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badal Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah..... /4
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
49721 sebagatmana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerinta-h Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 17
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
68a71;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Walil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O19 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah. .. .. / 5
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dal Kelembagaan Pelaksanaarl Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahlur: 2O2l Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673O),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentalg Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan
Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasal dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

21. Peraturan pemerintah Nomor I Tahun 2024 lentang
Harmonisasi Kebljakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6eo9);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawabal Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O17 Nomor 1067);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1114);

26. Peratural Menteri..... / 6
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangal Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
74a71;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahtun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedomal Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7271;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 /PMK.O7 12022
tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka
Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4ll;

30. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 17 Tahun
2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor l7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan

GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom,

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah
Gubernur Papua Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRPT adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Papua Tengah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRPT, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

6. Pendapalan.....l7
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6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

8. Surplus APBD adalah selisih lebih antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang
sauna.

9. Defrsit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang
sarna.

10. Pembiayaal Daerah adalah transaksi keuangan untuk
menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan
surplus anggaran.

11. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto
dalam APBD.

12. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua
pengeluaran yang perlu diterimakal kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggur€rn berikutnya dan dianggarkan
secara bruto dalam APBD.

13. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan
pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan
dalam periode tahun anggaran tertentu.

14. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
selarna satu periode €rnggarzrn.

Pasal 2
APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026
berjumlah Rp2.9O2.32O.608.072,45 yang terdiri atas
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daera-h
dengan perincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp2.43O.674.427.O61,OO

Rp2.902.320.608.O72,45b. Belanja Daerah
Surplus/(Defisit)

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan
2. Pengeluaran
Pembiayaan neto
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran

(Rpa7 1.6a6. 18 1.0 1 1,45)

(Rp47 1.646. 181.0 1 1,45)
Rp0,o0

RP471.646.181.011,45

Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran
direncanakan sebesar Rp2.43O.674.427.061,OO,
bersumber dari:
a. pendapatal asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

RpO,00

2026
yang

Pasal 4...../8
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Pasal 4
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp543.070.387 .7 42,OO, yang terdiri atas:
a. pajak Daerah;
b. retribusi Daeralr; dan
c. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(21 Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp527 .24 4.037 .7 42,OO.

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp76.350.000,00.

(4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp 15.750.0O0.000,00.

Pasal 5
(U Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf b direncanakal sebesar
Rp 1.047. 833. 1 62.0O0,0O, yang merupakan Pendapatan
transfer pemerintah pusat.

(21 Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp 1.047.833. 1 62.000,00.

Pasal 6
(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasa-l 3 huruf c direncalakan sebesar
Rp839.77 O.87 7 .3 19,OO, yang terdiri atas:
a. pendapatan hibah; dan
b. lainlain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan
(2) Pendapatan hibah sebagaima-na dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp 1.075. 000.000,00.
(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp838.695.877.3 19,00.

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan
sebesar Rp2.9 O2.32O. 60A.07 2,4 5, yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp 1.996.674.645.09 1,05, yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja subsidi;
d. belanja hibah; dan
e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai..... I 9
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(21 Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp52 1.5 14. 07 8.624,O5.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp1.223.365.327.035,00.

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp9.800. 000.000,00.

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp2 1 9. 585.239.432,OO.

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncarakan sebesar Rp22.410.000.000,00.

Pasal 9
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp580.933.674.647,OO, yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah.
b. belanja modal peralatan dan mesin.
c. belanja modal bangunan dan gedung.
d. belanja moda,l jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset tidak berwujud.

(21 Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.109.000.000,00.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp20.575.078.922,OO.

(41 Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar
Rp44 5.69 t.7 68.925, 0o.

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp92.598.236.800,00.

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp259.594.000,00.

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rps.7oo.0O0.000,00.

Pasal 1O

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar
Rp50.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11
(1) Anggaran belanj a transfer sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar
Rp27 4.7 12.284.334,40, yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi...../ 10
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(21 Belanja bagi hasil sebageimetna dimalsud pada ayat (1)

huruf a direncanalan sebesar Rp244.006.03 4.334,40.
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp30.706.250.000,00.

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 terdiri
atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar
Rp47 1.646. 181.0 1 1,45.

Pasal 14
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 15
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan

anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar (Rp47 1.646. 18 1.0 1 1,45).

(21 Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp47 1.646. 181.0 1 1,45.

Pasal 16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua
Tengah tahun anggar an 2026, dengan tata cara sesuai
dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahal
APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRPT
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.

(21 Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial

clan/ atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat

mengganggu kegiatan pelayanal publik.

(3) Keperluan.....l ll
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(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/ atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, tercaltum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah ini
terdiri dari:
Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahal Daerah
dan Organisasi;

Lampiran III : Perincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan Beserta Keluaran;

Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan
SPM;

Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD
dengan Rancangan APBD;

Lampiran VIII : Sinkronisasi Prograrrr, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancalgan APBD;

Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah;

Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan

Investasi Daerah Latnny a;

Lampiran XlIl.....l12
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Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI :

Lampiran XVII :

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lain- Lain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Yang Direncanakan;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18
Gubernur Papua Tengah menetapkan Peraturan Gubernur
Papua Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19
Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 Januai 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 29 Januai 2026

PJ. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: (t-31 /20261.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH,, M.H.
NIP 197606082002r2tOO2


